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ABSTRACT

Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National
Land Agency Number 1589/SK-HK.02.01/X11/2021 concerning Determination of
Protected Rice Land Maps (LSD), the aim of this decision is to protect and control
the conversion of rice fields. The city of Surabaya received LSD covering an area
of 1,200.38 hectares. This determination was implemented poorly, giving rise to
various problems. This research discusses the implementation of the policy to
change the designation of Protected Rice Fields (LSD) in the City of Surabaya
based on Presidential Regulation number 59 concerning Control of the Conversion
of Rice Fields and other derivative regulations. This research aims to examine
mechanisms based on applicable regulations, problems, solutions and the impact
of these policy changes. The method used is qualitative research with a descriptive
approach. The results of the research show that there are obstacles in the LSD
determination mechanism which involves verification of rice fields which are often
not in accordance with field conditions so that the Surabaya City government
together with the Surabaya City Land Offices I and II proposed a Minutes of
Agreement on Verification Results which proposed that an area of 1,143.39 hectares
be excluded from LSD and 56.99 hectares of land retained as LSD. The problem
that occurs is that the proposed minutes have not been followed up, so the
community is looking for other solutions by requesting recommendations for land
use changes in the LSD. The impacts that will occur if this change in LSD
determination is implemented will certainly affect investment, infrastructure
development, job creation and ecological impacts in the form of biodiversity, food

security, climate change and land values.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki cita-cita
untuk mencapai kemakmuran rakyat yang cita-cita tersebut sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)
yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Salah satu hal utama untuk mewujudkannya kemakmuran
rakyat yaitu dengan menyediakan lahan pertanian yang cukup bagi seluruh
rakyat Indonesia yang mana pertanian ini merupakan kebutuhan primer yang
harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya.

Menurut Fikri, dkk (2021) Untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam
upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan, pengendalian konversi
lahan pertanian sangat diperlukan. Indonesia sebagai negara agraris sangat tahu
akan pentingnya menyediakan lahan pertanian secara berkelanjutan sebagai
sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat agar dapat
menjaga keutuhan ataupun kebutuhan pangan di Indonesia yang perlu
diseimbangkan untuk memajukan ekonomi nasional. Namun kenyataannya
sumbangsih sektor pertanian untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia kerap
mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun 2022 kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
hanya 12,40% atau turun 0,88% dibanding tahun sebelumnya. Ini merupakan
sebuah ironi bagi Indonesia sebagai negara agraris dengan tanah yang subur
tetapi kontribusi dalam sektor pertanian sangat minim (Henry Saragih, 2008).
Pertumbuhan jumlah penduduk akan menyebabkan pertumbuhan suatu wilayah
dengan segala macam aktivitas dan keberagaman sosial di wilayah tersebut
(Wulandari, 2019). Pertumbuhan suatu wilayah tersebut berdampak pada

pertumbuhan kawasan permukiman yang terus mengambil kawasan pertanian



sedikit demi sedikit (Sawo, dkk, 2021). Maraknya alih fungsi lahan pertanian
menjadi non pertanian akan sangat berpengaruh pada produksi pertanian yang
setiap tahunnya mengalami penurunan (Ayun, dkk, 2020).

Dampak yang terjadi apabila terjadi alih fungsi lahan secara berlebihan
menurut Sutaryono (2023) yaitu: berkurangnya lahan pertanian produktif,
semakin tingginya ketergantungan akan impor pangan, meningkatnya harga
pangan, berkurangnya lapangan pekerjaan pada sektor pertanian, jumlah buruh
tani dan petani tanpa tanah semakin meningkat, dan meningkatnya angka
pengangguran di perdesaan. Oleh sebab itu perlu adanya pengendalian alih
fungsi lahan pertanian untuk keberlangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia
karena aktivitas pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan
kebutuhan terhadap lahan terus meningkat, sementara ketersediaan tanah yang
cenderung tidak berubah.

Upaya pemerintah untuk meminimalisir alih fungsi lahan pertanian
secara berlebihan yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang nomor 41 tahun
2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau yang
biasa disebut LP2B. Tujuan dari pengesahan Undang-Undang nomor 41 tahun
2009 tentang perlindungan LP2B dijelaskan dalam pasal 3 (tiga) yang untuk:

a) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

¢) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;

d) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;

e) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;

g) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan

1) mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pada kenyataannya Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang
perlindungan LP2B belum dapat terlaksana dengan baik. Dilansir menurut data
BPS tahun 2013 luas lahan pertanian yang tersedia di Indonesia seluas 7,75 juta
hektar dan pada tahun 2018 berkurang menjadi 7,1 juta hektar luas lahan



pertanian. Terdapat penurunan luas lahan sawah sebesar 635.000 hektar dalam

kurun waktu 5 tahun yang bisa di asumsikan penurunan luas lahan sawah sebesar

127.000 hektar pertahunnya. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan

terobosan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59

Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi lahan. Kebijakan ini ditetapkan

dalam upaya menanggulangi tingginya alih fungsi lahan pertanian. Tujuan dari

Perpres nomor 59 tahun 2019 dimuat dalam pasal 2 (dua) yaitu:

a) mempercepat penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dalam rangka
memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung
kebutuhan pangan nasional;

b) mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat;

¢) memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah; dan

d) menyediakan data dan informasi Lahan Sawah untuk bahan penetapan lahan
pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan Perpres nomor 59 tahun 2019 maka
pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang,
Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi
Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah yang Dilindungi, dan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) nomor 18
tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Hasil realisasi dari Perpres nomor 59 tahun 2019 menghasilkan
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(Kepmen ATR/BPN) Nomor 1589/SK-HK.02.01/X11/2021 tentang Penetapan
Peta Lahan Sawah yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera
Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Dan Provinsi
Nusa Tenggara Barat. Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kota

Surabaya menurut Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan



Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/X1I/2021 seluas 1.200,38
hektar, tentunya ini mempengaruhi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota
Surabaya yang sudah ditetapkan sebelum Keputusan Penetapan LSD ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana
Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038.

Pada kegiatan verifikasi dan klarifikasi yang dilaksanakan oleh Direktur
Jendral (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) tanggal
31 Maret 2022 — 01 April 2022 banyak kepala daerah yang memberikan usul
agar lokasi LSD di wilayahnya dipindahkan atau luasnya diperkecil dengan
berbagai alasannya masing-masing. Seperti Pemerintah Kota Kediri yang
meminta lokasi LSD dipindahkan dari yang berada di tengah perkotaan,
dipindahkan ke pinggiran perkotaan karena kurang sesuai dengan tata ruang,
sementara itu Bupati Malang juga meminta untuk lokasi LSD yang masuk dalam
kawasan perkantoran dan perhotelan juga dapat dikoreksi (Ditjen Pengendalian
dan Penertiban Tanah dan Ruang, 2022). Oleh karena itu perlunya verifikasi dan
klarifikasi perubahan penetapan LSD.

Penetapan luasan LSD 1.200,38 hektar di Kota Surabaya ini banyak
menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kota maupun masyarakat yang
mempertanyakan proses penetapan luas LSD di Kota Surabaya yang cukup besar
yang notabenya Kota Surabaya bukan merupakan Kota pertanian. Melansir
(Suarasurabaya.net, 2024) Antiek Sugiharti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Surabaya Bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional
(BPN) dan Dinas Cipta Karya melakukan tinjau lokasi penetapan LSD yang pada
kenyataannya lahan-lahan tersebut sudah diuruk dan sudah berdiri beberapa
bangunan sebelum penetapan LSD ditetapkan. Hal ini merupakan suatu
permasalahan yang terjadi dan harus ditangani secepat-cepatnya dan sebaik-
baiknya dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 3 Perpres nomor 59 tahun 2019 menjelaskan proses
pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui beberapa tahapan
meliputi; pembentukan tim terpadu pengendalian alih fungsi lahan sawah,

penetapan peta LSD, pemberdayaan LSD, pembinaan dan pengawasan,



pelaporan dan pendanaan. Masalah yang terjadi pada saat proses penetapan peta
LSD berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kantor Pertanahan Surabaya I
terjadi karena bersamaan dengan munculnya musibah Covid-19 yang
mempengaruhi pengurangan kegiatan lapang akibat Covid-19, sehingga dalam
proses observasi lapang untuk penetapan LSD yang dilakukan oleh tim terpadu
dan tim pelaksana yang beranggotakan pihak-pihak dari Kementerian ATR/BPN,
Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR), Kementerian pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya belum terlaksana dengan baik
sehingga penetapan LSD banyak dibantu dengan menggunakan interpretasi Citra
Satelit.

Akibat penetapan LSD yang pelaksanaannya belum terlaksana dengan
baik menimbulkan ketidaksesuaian penggunaan tanah di lokasi penetapan LSD
saat ini yang seharusnya merupakan tanah pertanian, namun pada kenyataannya
berada di tanah non pertanian sehingga pada akhirnya harus ditindaklanjuti dan
dilakukan perubahan. Oleh karena itu, dengan penelitian terkait Implementasi
Upaya Perubahan Kebijakan Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kota
Surabaya diharapkan mampu memberikan kontribusi dan dapat menjadi
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perubahan penetapan LSD bagi
setiap Kabupaten/Kota lainnya yang mengalami permasalahan serupa berkaitan

dengan penetaan LSD.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan revisi perubahan ketetapan luas dan
lokasi LSD di Kota Surabaya?

2. Apa permasalahan yang terjadi selama proses perubahan kebijakan dan apa
solusinya?

3. Bagaimana dampak yang terjadi pasca kebijakan perubahan penetapan LSD

Kota Surabaya?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan yang dilakukan dalam perumusan
perubahan ketetapan luas dan lokasi LSD di Kota Surabaya.

2. Untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang terjadi selama proses
perubahan kebijakan.

3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi pasca kebijakan perubahan penetapan

LSD Kota Surabaya.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmu
pengetahuan dalam menghadapi suatu kendala dan cara untuk menemukan

solusi tentang perubahan kebijakan penetapan Lahan Sawah Dilindungi.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi
bahan pertimbangan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan
penetapan Lahan Sawah Dilindungi untuk nantinya ditindak lanjuti yang
menghasilkan perubahan kebijakan penetapan Lahan Sawah Dilindungi

untuk dapat membantu pihak terkait dan seluruh masyarakat terkait.
3. Manfaat Sosiologis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan edukasi
terhadap masyarakat tentang bagaimana proses perubahan kebijakan
penetapan lahan sawah dilindungi yang dimohonkan oleh pemerintah
daerahnya masing-masing maupun melalui masyarakat itu sendiri apabila

tanahnya masuk dalam lokasi peta LSD.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penetapan peta LSD ini dilakukan melalui proses yang kurang baik
sehingga hasilnya menimbulkan banyak permasalahan dilapangan karena tidak
sesuai dengan RDTR dan kondisi penggunaan tanah saat ini. Lokasi tanah yang
masuk dalam peta LSD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana
mestinya seperti yang terjadi di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya yang
membidangi urusan tata ruang bersama dengan Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I dan II berupaya untuk menyelesaikan permasalahan penetapan LSD
dengan usulan revisi perubahan ketetapan luas dan lokasi LSD. Dasar aturan
yang digunakan yaitu petunjuk teknis nomor 5/juknis-Hk.02/VI/2022 dan
Permenko 18 tahun 2020. Upaya usulan perubahan penetapan LSD dimulai
dengan verifikasi dan identifikasi yang dianalisis menjadi hasil indentifikasi
yang selanjutnya dilakukan klarifikasi dan sinkronisasi. Hasilnya berupa berita
acara kesepakatan verifikasi dengan pengusulan seluas 1.143,39 hektar
dilepaskan dari LSD dari semula 1.200,38 hektar dan 56,99 hektar yang
dipertahankan sebagai LSD. Keterlibatan pihak-pihak dalam keberhasilan
kegiatan perubahan peta LSD pun merupakan bagian terpenting dalam
pelaksanaannya pihak-pihak tersebut yaitu Menteri ATR/BPN, Dirjen PPTR,
Walikota Surabaya, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, DPRKPP, DPMPTSP
dan DKPP.

Hasil dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya Bersama
dengan Kantor Pertanahan menghasilkan usulan revisi penetapan peta LSD Kota
Surabaya dengan mengeluarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual
Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Dengan Rencana
Tata Ruang Kota Surabaya. Akan tetapi usulan yang diusulkan Pemerintah Kota
Surabaya sampai saat ini belum ada tindak lanjut dan seperti menggantung
karena tidak ada kejelasan dari Kementerian ATR/BPN setelah diajukan usulan

revisi penetapan peta LSD. Setelah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota
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Surabaya belum mendapatkan hasil yang jelas, pemilik tanah yang tanahnya
masuk dalam peta LSD berupaya untuk mengajukan permohonan agar bisa
dilepaskan dari LSD. Permohonan tersebut berupa permohonan rekomendasi
perubahan penggunaan tanah pada LSD yang dimohonkan langsung ke Dirjen
PPTR yang berdasarkan Permen ATR/BPN nomor 12 tahun 2020 pasal 20. Pada
kenyataannya belum ada aturan yang jelas terkait proses dan biaya yang
dibutuhkan untuk permohonan rekomendasi.

Tindak lanjut usulan perubahan peta LSD yang mengacu pada Berita
Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual yang diajukan kepada Kementerian
ATR/BPN sampai saat ini belum ada kejelasan akan tindaklanjutnya. Dampak
yang terjadi dari gagalnya berita acara yaitu terganggunya investasi di Kota
Surabaya, pembangunan infrasturktur dan tidak terbukanya peluang lapangan
pekerjaan. Tindak lanjut rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD
yang dimohonkan oleh pemilik tanah dan disetujui oleh Dirjen PPTR untuk
diberikan rekomendasi, tanah tersebut dapat diajukan untuk dikeluarkan dari
LSD dan bisa dilanjutkan untuk pengurusan izin selanjutnya. Tentunya ini akan
membuka investasi, laju pembangunan infrastruktur dan terbukanya lapangan
pekerjaan. Kekurangannya yaitu proses dan biaya perihal pengajuan
rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah dilindungi ini
belum diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu
dampak ekologis hubungan antara manusia dan lingkungan dalam perubahan
penetapan LSD berdampak pada keanekaragaman hayati, kurangnya ketahanan
pangan Kota Surabaya sehingga harus dibantu oleh kabupaten/kota yang
berdekatan untuk memenuhi kebutuhan pangan, perubahan iklim akibat alih

fungsi lahan dan peningkatan nilai tanah.
. Saran

1. Dalam membuat Keputusan Menteri ATR/BPN tentang LSD, pemerintah
pusat harusnya juga melibatkan instansi-instansi di daerah yang mengerti
tentang tata ruang dan kondisi wilayah daerahnya seperti Kantor Wilayah

Pertanahan Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan
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Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), dan Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) pada saat penetapan peta LSD agar
hasil peta LSD yang ditetapkan tepat sasaran, tidak hanya melimpahkan
tugasnya pada pihak ketiga dalam penetapan LSD yang akhirnya
menimbulkan permasalahan.

. Pemeritah Pusat harus lebih terbuka dan informatif terkait usulan perubahan
penetapan peta LSD yang diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
lebih menginformasikan lebih lanjut terkait tindak lanjut usulan tersebut.
Pemerintah juga seharusnya membuat aturan yang jelas terkait proses dan
biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan rekomendasi yang bisa diketahui
oleh masyarakat yang ingin berurusan maupun tidak dengan lebih transparan
untuk menghindari kecurigaan masyarakat.

. Pemerintah perlu menimbang perubahan penetapan LSD apakah akan
diterima atau ditolak dengan melihat dampak yang terjadi apabila berita acara
kesepakatan disetujui, rekomendasi perubahan penggunaan tanah
dikeluarkan, dampak ekologis berupa keanekaragaman hayati, ketahanan

pangan, perubahan iklim dan nilai tanah.
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